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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024. Penelitian ini adalah penelitian empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024. Penelitian ini adalah penelitian empiris Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dokumentasi, observasi. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024 (studi di daerah pemilihan III) pelaksanaannya cukup efektif. Faktor penghambat kegiatan reses yaitu pengetahuan masyarakat yang masih kurang terkait pelaksanaan reses, kurangnya transparansi terkait tindaklanjut hasil reses. Faktor pendukungnya adalah dana reses itu sendiri dan pengaruh latar belakang partai, anggota dewan di daerah pemilihan III melaksanakan kegiatan reses sesuai dengan tahapan-tahapan.

Kata Kunci: Efektivitas, Reses DPRD.

RECESS EFFECTIVITY OF EAST LOMBOK REGENCY HOUSE OF REPRESENTATIVE PERIOD 2019-2024 (Study in Third Constituency)

ABSTRACT

Recess in the East Lombok Regency House of Representative period of work 2019-2024. This work is empirical legal research which applies quantitative approach. The data collected by questionnaire, interview, documentation, and observation Result of this work shows that recess activity of the east Lombok regency house of representative period of work 2019-2024 (study in third constituency) was pretty effective. Obstacles of it implementation were lack of community knowledge, less transparent of recess result follow-up. And also, the supporting factors of this activity were recess fund and background of the party. Member of the party in the third constituency was conducting the in order.

Keyword: Effectivity, Recess of Local House of Representative











I. PENDAHULUAN


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 373 dijelaskan bahwa  wakil rakyat sebagai pengemban amanat rakyat di DPRD salah satu kewajibannya adalah menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen. Dalam hal ini adalah kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD, masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, seorang wakil harus tahu apa yang diinginkan oleh konstituen yang diwakilinya, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan reses. 
Kegiatan reses merupakan komunikasi dengan konstituen dan wajib untuk dilaksanakan oleh anggota dewan, rakyat berhak menyampaikan apa yang diinginkannya kepada wakil rakyat untuk diperjuangkan menjadi sebuah kebijakan dan berkesempatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan melalui wakil-wakil mereka yang duduk dalam lembaga perwakilan dan lembaga legislatif. Namun, pelaksanaan reses selama ini belum dilakukan secara optimal. Persoalan terkait transparansi dan akuntabilitas pelaporan reses banyak terjadi mulai dari perencanaan dan distribusi anggaran reses serta pelaksanaan yang kurang mengakomodasi aspirasi masyarakat. Seringkali terjadi laporan kegiatan reses tidak dibicarakan pada sidang paripurna sehingga masyarakat tidak bisa memantau isi dari laporan kegiatan reses tersebut apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak. Kemudian laporan reses yang hanya bersifat lembaga saja dan tidak ada publikasi kepada konstituen, tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan reses dan mekanisme tindaklanjut hasil reses yang belum jelas. 
Mekanisme reses yang jarang sekali dipublikasi, memang bisa terjadi penyelewengan terutama dalam pembagian pos anggaran reses, proses pelaksanaan reses serta pelaksanaannya yang kurang mengakomodir aspirasi masyarakat. Inilah kemudian yang melatarbelakangi penyusun melakukan penelitian tentang efektivitas kegiatan reses DPRD di Kabupaten Lombok Timur pada daerah pemilihan III, untuk mengkaji sejauh mana kefektifan dari kegiatan reses DPRD tersebut dalam menjaring aspirasi masyarakat inilah yang menjadi problem yang banyak terjadi di masyarakat khusunya di daerah pemilihan III Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang peneliti angkat sebagai berikut 1. Bagaimana efektivitas kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024 khususnya pada daerah pemilihan III? 2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan reses DPRD Kabupaten Lombok Timur periode 2019-2024 khususnya pada daerah pemilihan III?. Sehingga dapat diketahui efektivitas kegiatan reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024 khususnya pada daerah pemilihan III dan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kegiatan reses DPRD Kabupaten Lombok Timur periode 2019-2024 khususnya pada daerah pemilihan III. 
Adapun manfaat penelitian yakni a. Manfaat akademis sebagai persyaratan penyelesaian studi S1, b. Manfaat teoritis yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang ilmu hokum, c. Manfaat praktis yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat kepada aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan sosiologis, jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.












II.PEMBAHASAN

A. Teori Efektifitas Hukum
	Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, yang mana kemudian teori ini digunakan untuk mengetahui efektifitas kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur khususnya pada dapil III. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu :[footnoteRef:1] [1:  Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengekan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm 5] 

1. Faktor Hukum 
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata, sedang keadilan itu tidak, maka ketika hakim memutus suatu perkara dengan melihat undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai sehingga ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama, karena hukum tidak semata-mata dilihat dari hukum tertulis saja.
2. Faktor Penegak Hukum 
Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement) yakni aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Dalam berfungsinya hukum mentalitas atau kepribadian petugas hukum memiliki peranan penting.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung
Para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional oleh karena itu sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum  tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.
4. Faktor Masyarakat 
Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau di terapkan. Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. kesadaran yang rendah dari masyarakat dapat menghambat penegakan hukum sehingga ada baiknya melakukan sosialisasi dalam rangka memberikan pengetahuan kepada masyarakat dengan melibatkan seluruh lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga perlu memperhatikan perubahan-perubahan sosial sehingga hukum dapat berlaku efektif di masyarakat.
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama – tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan megatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.[footnoteRef:2]   [2:  Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang. Jakarta, Penerbit Kencana, 2009. Hlm 375.] 

B. Efektifitas Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024 di Dapil III
	Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dari kelima indikator tersebut data hasil peneitian berupa pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur khususnya di dapil III, yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)
	Indikator yang pertama yakni pengetahuan responden tentang manfaat reses yang dirasakan ada sekitar 58,31% menjawab kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur cukup bermanfaat tapi tidak sepenuhnya karena ada beberapa kekurangan baik dalam proses pelaksanaan, mekanisme dan realisasi. Kemudian sisanya dengan persentase 41,65% menyatakan kegiatan reses sangat bermanfaat karena menyerap aspirasi masyarakat, meningkatkan pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
	Indikator selanjutnya yakni pengetahuan masyarakat tentang kegiatan reses, jika kita melihat pengetahuan masyarakat tentang kegiatan reses ini sudah bisa dikatakan cukup memahami karena ada 91,65% menjawab sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Indikator selanjutnya mengenai pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan reses hasil penelitian menunjukkan ada 83,33% menjawab keliru tentang pelaksanaan reses dan dapat dikatakan kurang memahami karena dari hasil wawancara dengan responden di Desa Sukadana beberapa responden menyatakan,[footnoteRef:3]  [3:  Hasil wawancara dengan beberapa responden di Desa Sukadana pada tanggal 23 Juni 2020.] 

“Kegiatan reses ini tergantung anggota dewan, kapan mau dilaksanakan, jadi tidak menentu”
	Dari pernyataan tersebut artinya masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang terkait pelaksanaan kegiatan reses karena sesuai dengan undang-undang kegiatan reses dilaksanakan 3 kali dalam setahun, artinya DPRD yang bersangkutan kurang memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksaannya, artinya kegiatan reses ini belum terlaksana secara maksimal di masyarakat
2. Faktor Penegak Hukum 
Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement) yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Dalam hal ini DPRD sebagai pihak yang membentuk maupun menerapkan karena melaksanakan amanat undang-undang terkait dengan kegiatan reses, kemudian dari hasil reses itu manakah kemudian yang menjadi kebijakan berarti membentuk suatu hukum baru. Dalam melaksanakan kegiatan reses, DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil III melaksanakan kegiatan sesuai dengan tahapan yakni a. Tahap Persiapan, pada tahap ini DPRD telah sepakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan waktu, tempat, kelompok sasaran, dukungan anggaran yang dibutuhkan. b. Tahap Pelaksanaan, pada tahap ini sudah dilaksanakannya kegiatan reses.            c. Tahap Pelaporan, DPRD menyusun laporan dari hasil kegiatan reses yang mana nantinya dibahas di sidang paripurna untuk dibahas. d. Tahap tindaklanjut hasil reses DPRD, tahap ini dibahas mengenai laporan reses pada rapat paripurna dan dibahas yang mana kemudian menjadi kebijakan.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung
    Sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum  tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.`Begitupun dengan kegiatan reses ini ketersediaan sarana dan fasilitas sangat penting untuk mendukung terlaksananya kegiatan reses dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil III yakni Muhammad Yusri menyatakan bahwa jumlah dana reses untuk masing-masing DPRD untuk kegiatan reses adalah sebesar Rp.50.000.000 pertahunnya.[footnoteRef:4] kegiatan reses dari segi keuangan dirasa sudah sangat cukup dan memadai kemudian setiap anggota DPRD dilengkapi dengan mobil dinas sehingga dapat dikatakan dalam segi penyedian sarana dan fasilitas sudah cukup memadai. [4:  Hasil wawancara dengan Muhammad Yusri, anggota DPRD Dapil III pada tanggal 20 Juni 2020.] 

4. Faktor Masyarakat 
    Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Perumusan hukum juga perlu memperhatikan perubahan-perubahan sosial sehingga hukum dapat berlaku efektif di masyarakat. Untuk menentukan hal ini ada beberapa indikator, yang pertama terkait dengan pengetahuan masyarakat terkait hambatan pelaksanaan kegiatan reses. Jika kita melihat hasil olahan data ada sekitar 66,64% responden menjawab ada hambatan dengan alasan yang berbeda-beda atau beragam sehingga dapat dimaknai bahwa sebagian besar masyarakat merasakan adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaan reses DPRD, yang menjadi hambatan kegiatan reses adalah antusiasme masyarakat berubah-ubah karena kendala kesibukan dan kurangnya transparansi terkait tindaklanjut dan selanjutnya dengan persentase yang sama menjawab masyarakat yang hadir tidak semua, belum jelas mekanisme pengakomodasian aspirasi masyarakat. Indikator selanjutnya yakni terkait solusi yang ditawarkan oleh masyarakat, sehingga perumusan kebijakan dapat memperhatikan perubahan-perubahan sosial yang terjadi, sehingga hukum dapat berlaku efektif di masyarakat. Adapun solusi yang ditawarkan responden, 33,33% menjawab DPRD harus lebih meningkatkan kinerja untuk menigkatkan kesejahteraan masyarakat dan 8,33% memberikan solusi yakni dengen memperbaiki sistem, selanjutnya masih dengan persentase yang sama yaitu terkait mekanisme dan transparansi harus lebih ditingkatkan lagi oleh DPRD. 8,33% lagi mengatakan sebagian besar masyarakat belum merasakan manfaat reses sehingga ini perlu diperhatikan dan yang terakhir dijelaskan lagi lebih rinci terkait kegiatan reses oleh DPRD.  
5. Faktor Kebudayaan 
Kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bicara kebudayaan berarti berkaitan dengan hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat, kebiasaan masyarakat, pola pikir dan pandangan masyarakat. Sehingga dari sinilah kita dapat mengetahui apa yang menjadi standar masyarakat. Adapun indikator penelitian yang berkaitan dengan kebudayaan adalah terkait dengan pihak-pihak yang terlibat, berdasrkan hasil penelitian ada 83,33% responden menjawab semua pihak terlibat baik laki-laki dan perempuan dan 16,66% menjawab sebagian besar laki-laki dan beberapa saja perempuan. Hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan artinya ada suatu pandangan masyarakat dan atau kebiasaan masyarakat mengenai keterlibatan kaum perempuan dalam pengambilan keputusan sedikit dibatasi oleh berbagai hal baik itu kesibukan, kurangnya partisipasi karena merasa canggung saat menyatakan pendapat di depan orang banyak dan sebagainya. Artinya ada suatu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat sehingga hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur.
Berdasarkan teori Soerjono Soekanto di atas bahwa efektivitas hukum dilihat dari 5 faktor yang kemudian dikaitkan dengan efektivitas kegiatan reses DPRD Kabupaten Lombok Timur dan berdasarkan interpretasi dari bebera indikator di atas pelaksanaan kegiatan reses DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024 studi di dapil III dapat dikatakan cukup efektif karena dalam proses pelaksanaan sudah sesuai dengan tahapan-tahapan baik dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil reses, kegiatan dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan. Kemudian pengetahuan masyarakat yang cukup mengenai tujuan diselenggarakan kegiatan reses, pemahaman masyarakat yang cukup mengenai esensi dari kegiatan reses sesuai dengan apa yang termaktub dalam undang-undang.


C. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024 (Studi Di Dapil III).
a. Faktor Penghambat Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024 di Dapil III
1. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pelaksanaan reses.
2. Kurangnya follow-up terkait hasil reses, 
3. Kurangnya transparansi terkait laporan reses, laporan reses hanya sebatas dalam bentuk laporan lembaga, tetapi tidak ada publikasi kepada konstituen. 
4. Tidak adanya pelaporan penggunaan dana reses itu sendiri.
5. Banyaknya usulan-usulan peserta kegiatan reses yang ingin direalisasikan namun tidak semua diprioritaskan karena terbatasnya kemampuan APBD. 
b. Faktor Pendukung Kegiatan Reses DPRD Kabupaten Lombok Timur Periode 2019-2024 di Dapil III.
Adapun faktor pendukung kegiatan reses DPRD Kabupaten Lombok Timur khususnya di dapil III berdasarkan hasil penelitian yaitu :
1. Dana reses yang cukup besar. 
2. Mekanisme pelaksanaan kegiatan reses sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam undang-undang.
3. Pengaruh latar belakang partai.
4. Pengetahuan masyarakat yang cukup mengenai kegiatan reses.

III.PENUTUP
Simpulan
Pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil III cukup efektif, namun ada kelemahannya terkait dengan Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lombok Timur dari segi aturan masih belum mengatur tentang mekanisme tindaklanjut hasil reses, pertanggungjawaban penggunaan dana reses dan pengawasan pelaksanaan kegiatan reses. Masyarakat masih ada yang belum memahami pengertian reses, ada kecanggungan kaum perempuan untuk menyampaikan aspirasi karena malu untuk menyatakan pendapat di depan umum.
Faktor penghambat saat pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Dapil III antara lain : Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan reses, kurangnya follow-up terkait hasil reses, kurangnya transparansi terkait laporan reses, tidak adanya pelaporan penggunaan dana reses itu sendiri, banyaknya usulan-usulan peserta kegiatan reses yang tidak bisa direalisasikan semuanya karena keterbatasan anggaran dan adanya prioritas dalam pembentukan sebuah kebijakan. 
Faktor pendukungnya yaitu dana reses itu sendiri yang terbilang cukup banyak sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reses dengan baik dan lancar, dalam pelaksanaan kegiatan DPRD sudah melaksanakan sesuai dengan tahapan kegiatan yang diatur sehingga hal ini perlu dipertahankan. Kemudian pengaruh latar belakang partai politik dan kinerja partai yang baik, sehingga masyarakat memberikan kepercayaan dan harapan yang tinggi unuk bisa menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. selanjutnya pengetahuan masyarakat yang cukup mengenai tujuan dilaksankannya kegiatan reses artinya masyarakat tidak asing lagi dengan kegiatan reses karena sudah dibekali dengan pengetahuan yang cukup.

Saran
Perlu penyempurnaan Peraturan DPRD Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD berkaitan dengan mekanisme tindaklanjut dan pertanggungjawaban hasil reses, pelaporan penggunaan dan reses oleh DPRD yang perlu disempurnakan. Kemudian pengawasan kegiatan reses tidak diatur dalam sehingga hal ini perlu disempurnakan aturan mengenai hal tersebut.
Meningkatkan sosialisasi tentang pelaksanaan reses kapan saja dilaksanakan, terkait dengan adanya agenda prioritas dalam pembuatan kebijakan, sehingga masyarakat paham dan tidak keliru mengenai pelaksanaan reses. Anggota dewan harus komunikatif saat menanggapi aspirasi masyarakat serta ada usaha untuk follow up semaksimal mungkin terhadap aspirasi masyarakat. Perlunya publikasi terkait laporan hasil reses sehingga tidak bersifat lembaga saja, membuka ruang akses kepada masyarakat misalnya laporan dipublikasikan melalui website resmi DPRD.
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